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Menetapkan

KESATU

KEDUA

KETIGA

KEEMPAT

4.

Surat Edaran Komisi Pemberantasan Korupsi Nomor SE-
08/01/2016 Tanggal 26 Oktober 2016 tentang Petunjuk Teknis
Penyampaian Laporan Harta Kekayaan Penyelengara Negara
Setelah diberlakukannya Peraturan Komisi Pemberantasan
Korupsi Nomor 7 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pendaftaran,
Pengumuman dan Pemeriksaan Harta Kekayaan Penyelenggara
Negara,

MEMUTUSKAN :

: Pejabat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Barito

Selatan untuk Wajib Lapor Harta Kekayaan Tahun Anggaran 2024,
sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian
tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

: Pejabat Daerah sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU

adalah :

-

I

k.

O

Pejabat Struktural Eselon Il dan/atau Kepala Perangkat Daerah,
Staf Ahli;

Camat;

Pejabat Pembuat Komitmen;

Pejabat Fungsional Auditor;

Pejabat Fungsional Penyelenggaran Urusan Pemerintah Daerah;
Pengelola Unit Kegiatan Pengadaan Barang dan Jasa (UKPBJ);
Bendahara dan Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) yang
mengelola anggaran mulai Rp. 1.000.000.000,- (Satu Milyar
Rupiah);

Pejabat yang mengeluarkan Perijinan;

Penyelenggara Negara yang mengelola keuangan Negara dan
Daerah atas permintaan KPK;

Ajudan; dan

Pimpinan BUMD.

: Pejabat Daerah sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU

mempunyai kewajiban yaitu mengisi, melengkapi persyaratan dan
menyampaikan LHKPN ke Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK)
melalui aplikasi E-LHKPN.

: LHKPN sebagaimana dimaksud pada Diktum KETIGA dilaporkan

pada tanggal 1 Januari 2025 s/d 31 Maret 2025.
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